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PENGADILAN NEGERI MEDAN






ABSTRAKPengadilan Hubungan Industrial merupakan Pengadilan Khusus yang berada padalingkungan Peradilan Umum. Pengadilan Hubungan Industrial adalah bagian dari upayareformasi hukum di Indonesia khususnya di bidang hukum ketenagakerjaan. PengadilanHubungan Industrial adalah pengadilan khusus penyelesaian perselisihan hubunganindustrial yang diatur secara normatif akan diselesaikan melalui mekanisme hukum formil.Hadirnya Pengadilan Hubungan Industrial ini diharapkan membawa perubahan bagiperjuangan kaum buruh dalam rangka memperjuangkan hak-haknya yang selama inidirasakan tidak mendapatkan suatu kepastian hukum karena diakibatkan perangkat hukumyang kurang mendukung. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medanadalah Pengadilan khusus yang memeriksa dan memutus atau mengadili perkara yangmempunyai hubungan hukum antara majikan dan perkerja atauburuh. Hubungan hukumantara majikan dan pekerja atau buruh yang mempunyai unsur hak dan kewajiban. Secarayuridis normatif,  Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial masihmemerlukan revisi sebab dianggap belum dapat mengakomodir dan belum mencerminkanazas peradilan cepat, tepat, adil dan murah..Kata kunci: Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Negeri
ABSTRACT
Industrial Relation Court is a special court which is in General Court. Industrial Relation Court is
a part of law reform effort in Indonesia especially in the part of employment law. Industrial
Relation Court is a special court settlement of industrial disputes which are dealt in normative
and will be resolved through formal legal mechanism. The presence of The Industrial Relation
Court is expected to bring a change for the struggle of the workers in order to fight for their
rights that had been perceived which is not obtain a legal assurance because of unsupported
legal instruments. Industrial Relation Court in Court of first instance in Medan is a special court
which checks and decides or hearing a case which has a relation between employer and worker
or labor. Legal relationship between employer and worker or labor has element of right and
duty. In normative, Law of procedure in settlement of industrial disputes still need a revision it is
because it deem that can’t accommodate and reflect the principle of fast, precise, fair and
inexpensive justice.
Keywords: Industrial Relation Court, Court of First Instance
I. PendahuluanPengadilan Hubungan Industrialadalah bagian dari upaya reformasi hukumdi Indonesia khususnya di bidang hukumketenagakerjaan. Hadirnya PengadilanHubungan Industrial ini diharapkan
membawa perubahan bagi perjuangan kaumburuh dalam rangka memperjuangkan hak-haknya yang selama ini dirasakan tidakmendapatkan suatu kepastian hukum karenadiakibatkan perangkat hukumnya yangkurang mendukung.
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Imam Soepomo mendefinisikan hukumperburuhan (arbeidsrecht) sebagaihimpunan peraturan, baik tertulis maupuntidak tertulis, yang berkenaan dengankejadian dimana seseorang bekerja padaorang lain dengan menerima upah.1Hukum perburuhan atauketenagakerjaan bisa digolongkan dalam duabagian, yaitu hukum materil dan hukumformil. Hukum materil adalah seperangkataturan yang memuat hak-hak atau kewajibanburuh dan majikan dalam hubungan kerjaserta sanksi-sanksi yang dikenakan apabilaada pihak yang melakukan pelanggaran.Sebagai contoh adalah Undang-UndangNomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan. Pada Pasal 165 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan  diatur bahwa pengusahadapat melakukan PHK terhadap pekerja atauburuh apabila pailit, dengan ketentuanpekerja atau buruh berhak atas uangpesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuanPasal 156 ayat (3) Undang-Undang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan danuang penghargaan masa kerja sebesar 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3)Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan dan uangpenggantian hak sesuai dengan Pasal 156ayat (4)Undang-Undang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan.2Lembaga P4D (Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Daerah) dan P4P(Panitia Penyelesaian PerselisihanPerburuhan Pusat) adalah lembaga yangmenyelesaikan sengketa perburuhansebelum lahirnya Pengadilan HubunganIndustrial. Sebagai institusi yang merupakanimplementasi dari Undang-Undang Nomor22 Tahun 1957 tentang PenyelesaianPerselisihan Perburuhan, akan tetapi sudahdianggap tidak lagi layak dan karena sudahtidak mengakomodir perselisihan
1 Imam Soepomo, Pengantar Hukum
Perburuhan, Cetakan kesepuluh, (Djambatan,1992), halaman 32 Sehat Damanik, Hukum Acara
Perburuhan, Menyelesaikan Perselisihan
Hubungan Industrial Menurut UU No.2 Tahun
2004,Cetakan Pertama (Dss Publishing, 2005),halaman 3-4
pekerjaatau buruh karena pesatnyaperkembangan perburuhan di Indonesiamaupun internasional saat ini.Putusan P4D dan P4P, bukanlahmerupakan putusan lembaga pengadilantetapi putusan yang bersifat administratif.Oleh karena itu, putusan tersebutmerupakan objek yang dapat digugat diPengadilan Tata Usaha Negara dan dapatpula dimohonkan kasasi ke MahkamahAgung, 3 sehingga mekanisme penyelesaianperselisihan hubungan industrial menjaditidak efektif dan memerlukan waktu yanglama, yang dimulai dari sejak penyelesaiansecara Bipartit.4 Panjangnya waktu yangharus dilalui dalam proses berperkaramaupun putusan P4P yang hanya memilikisanksi administratif dan tidak memilikikekuatan eksekutorial terhadap putusannyasendiri, bertolak belakang dengan  masalahketenagakerjaan yang harus diselesaikansecara cepat.Pengadilan yang menyelesaikanperselisihan hubungan industrial  inidinamakan Pengadilan Hubungan Industrial(PHI), merupakan Pengadilan Khusus yangberada pada lingkungan Peradilan Umum,dan untuk pertama sekali dibentuk padasetiap Pengadilan Negeri Kabupaten/Kotayang berada di setiap ibukota provinsi dandaerah hukumnya meliputi provinsi yangbersangkutan.5 Pembentukan Pengadilankhusus seperti ini memang dibenarkanmenurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.Hukum acara yang digunakan dalampenyelesaian perselisihan hubunganindustrial adalah hukum acara perdataumum yang berlaku dalam persidanganperkara perdata yakni HIR dan RBg, kecualiterhadap sesuatu hal yang diatur khusus didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan
3Ida Hanafiah Lubis, Pengantar Hukum
Ketenagakerjaan di Indonesia, (Ratu Jaya,2009).Halaman 22, 234Ibid,halaman 235Lihat Pasal 59 ayat (1) Undang-UndangNomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial.
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Industrial6, maka yang berlaku adalahketentuan khusus tersebut sesuai asas “lex
specialis derogate lex generalis”.Undang-undang No. 2 Tahun 2004Tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial mengatur penyelesaianperselisihan hubungan industrial di luarpengadilan maupun di dalam PengadilanHubungan Industrial.Penyelesaianperselisihan hubungan industrial di luarpengadilan merupakan penyelesaian wajibyang harus ditempuh para pihak sebelumpara pihak menempuh penyelesaian melaluipengadilan hubunganindustrial.Penyelesaian perselisihan di luarpengadilan mengutamakan musyawarahuntuk mufakat. UU No. 2 Tahun 2004,menetapkan 4(empat) jenis perselisihanyaitu:
1. Perselisihan Hak;
2. Perselisihan Kepentingan;
3. Perselisihan Pemutusan HubunganKerja; dan
4. Perselisihan Antar SerikatPekerja/Serikat Buruh hanya dalam1(satu) perusahaan.Hubungan Industrial, yangmerupakan keterkaitan kepentingan antarapekerja/buruh dengan pengusaha,berpotensi menimbulkan perbedaanpendapat, bahkan perselisihan antara keduabelah pihak. Perselisihan di bidanghubungan industrial yang selama ini dikenaldapat terjadi mengenai hak yang telahditetapkan, atau mengenal keadaanketenagakerjaan yang belum ditetapkan baikdalam perjanjian kerja, peraturanperusahaan, perjanjian kerja bersamamaupun peraturan perundang-undangan.Perselisihan hubungan industrialdapat pula disebabkan oleh pemutusanhubungan kerja. Ketentuan mengenaipemutusan hubungan kerja yang selama inidiatur di dalam Undang-undang Nomor 12Tahun 1964 tentang Pemutusan HubunganKerja di Perusahaan Swasta, ternyata tidakefektif lagi untuk mencegah sertamenanggulangi kasus-kasus pemutusan
6Lihat Pasal 57 Undang-Undang Nomor 2Tahun 2004 tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial.
hubungan kerja. Hal ini di sebabkan karenahubungan antara pekerja/buruh danpengusaha merupakan hubungan yangdidasari oleh kesepakatan para pihak untukmeningkatkan diri dalam suatu hubungankerja.Dalam hal salah satu pihak tidakmenghendaki lagi untuk terikat dalamhubungan kerja tersebut, maka sulit bagipara pihak untuk tetap mempertahankanhubungan yang harmonis. Oleh karena ituperlu dicari jalan keluar yang terbaik bagikedua belah pihak untuk menentukanbentuk penyelesaian, sehingga PengadilanHubungan Industrial yang diatur dalamUndang-undang ini akan dapatmenyelesaikan kasus-kasus pemutusanhubunga kerja yang tidak diterima oleh salahsatu pihak.Sejalan dengan era keterbukaan dandemokratisasi dalam dunia industri yangdiwujudkan dengan adanya kebebasan untukberserikat bagi pekerja/buruh, maka jumlahserikat pekerja/serkat buruh di satuperusahaan tidak dapat di batasi.Persaingandiantara serikat pekerja/serikat buruh disatu perusahaan ini dapat mengakibatkanperselisihan di antara serikatpekerja/serikat buruh yang pada umumnyaterkaitan dengan masalah keanggotaan danketerwakilan di dalam perundinganpembuatan perjanjian kerja bersama.Peraturan perundang-undangan yangmengatur tentang penyelesaian perselisihanhubungan industrial selama ini ternyatabelum mewujudkan penyelesaianperselisihan secara cepat, tepat, adil, danmurah.Undang-undang Nomor 22 Tahun1957 yang selama ini digunakan sebagaidasar hukum penyelesaian perselisihanhubungan dirasa tidak dapat lagimengakomodasi perkembangan-perkembangan yang terjadi, karena hak-hakpekerja/buruh perseorangan belumterakomodasi untuk menjadi pihak dalamperselisihan hubungan industrial.Undang-undang Nomor 22 Tahun1957 yang selama ini digunakan sebagaidasar hukum penyelesaian perselisihanhubungan industrial hanya mengaturpenyelesaian perselisihan hak danperselisihan kepentingan secara kolektif,sedangkan penyelesaian perselisihan
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hubungan industrial pekerja/buruh secaraperseorangan belum terakomodasi. Hallainnya yang sangat mendasar adalah denganditetapkannya putusan P4P sebagai objeksengketa Tata Usaha Negara, sebagaimanadiatur dalam Undang-undang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara. Dengan adanya ketentuan ini, makajalan yang harus ditempuh baik oleh pihakpekerja/buruh maupun oleh pengusahauntuk mencari keadilan menjadi semakinpanjang.Penyelesaian perselisihan yangterbaik adalah penyelesaian oleh para pihakyang berselisih sehingga dapat diperolehhasil yang menguntungkan kedua belahpihak.Penyelesaian biparti ini dilakukanmelalui musyawarah mufakat oleh parapihak tanpa dicampuri oleh pihakmanapun.Namun demikian Pemerintahdalam upayanya untuk memberikanpelayanan masyarakat khususnya kepadamasyarakat pekerja/buruh dan pengusaha,berkewajiban memfasilitasi penyelesaianperselisihan hubungan industrialtersebut.Upaya fasilitasi dilakukan denganmenyediakan tenaga mediator yang bertugasuntuk mempertemukan kepentingan keduabelah pihak yang berselisih.Penyelesaian perselisihan hubunganindustrial yang disebabkan oleh :1. Perbedaan pendapat atau kepentinganmengenai keadaan ketenagakerjaanyang belum diatur dalam perjanjiankerja, peraturan perusahaan, perjanjiankerja bersama, atau peraturanperundang-undangan;2. kelalaian atau ketidakpatuhan salah satuatau para pihak dalam melaksanakanketentuan normatif yang telah diaturdalam perjanjian kerja, pertauranperusaahaan, perjanjian kerja bersama,atau peraturan perundang-undangan;3. pengakhiran hubungan kerja;perbedaan pendapat antar serikatpekerja/serikat buruh dalam satuperusahaanmengenai pelaksanaan hakdan kewajiban keserikat pekerjaan.Setiap perselisihan yang terjadi disuatu perusahaan, wajib diselesaikan secarabipartit antara pengusaha denganpekerja/buruh dan atau dengan serikatpekerja/serikat buruh.Bila upaya
penyelesaian secara bipartiti tidak berhasil,maka salah satu atau kedua pihak yangberselisih mencatatkan kasusperselisihannya kepada Instansi yangbertanggung jawab dibidangKetenagakerjaan setempat dilengkapidengan bukti-bukti upaya penyelesaiansecara bipartit yang telah dilakukan.Penyelesaian perselisihan di tingkat bipartitdapat dinyatakan tidak mencapaikesepakatan atau gagal bila :
1. Salah satu pihak dalam waktu 30(tigapuluh) hari kerja telah mengajakberunding akan tetapi pihak lain tidakmemberikan respon atau tidak bersediaberunding, atau
2. Telah dilakukan perundingan sesuaidengan agenda dan jadwal yangdisepakati, akan tetapi pihak-pihak yangberunding tidak mencapai kesepakatanatas sebagian atau semua masalah yangdirundingkan.
3. Instansi yang bertanggungjawab dibidang ketengakerjaan, provinsi ataukabupaten/kota, setelah meneliti berkasperselisihan, bila perselisihan berkaitandengan perselisihan hak makaperselisihan tersebut dilimpahkankepada mediator untuk segeramelakukan mediasi.Dalam hal perselisihan kepentingandan perselisihan antar serikatpekerja/serikat buruh dalam 1(satu)perusahaan, Instansi yang bertanggungjawabdi bidang ketengakerjaan menawarkankepada kedua belah pihak untukdiselesaikan oleh Arbiter atau melaluiKonsiliator.Bila kedua belah pihak dalamwaktu 7(tujuh) hari kerja tidak sepakatmemilih Arbiter atau Konsiliator, makaInstansi yang bertanggungjawab di bidangketengakerjaan melimpahkan penyelesaiankasusnya untuk ditangani oleh Mediator.Demikian juga untuk menyelesaikanperselisihan pemutusan hubungan kerja(PHK), Instansi yang bertanggungjawab dibidang Ketengakerjaan menawarkan kepadapihak yang berselisih untuk menggunakanpenyelesaian konsiliator dan bila salah satupihak menolak tawaran tersebut, Instansiyang bertanggungjawab di bidangketengakerjaan secara otomatis
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melimpahkan berkas perselisihan PHKkepada mediator.1. Dalam proses penyelesaian secaraBipartit perlu dibuat :a. Risalah Hasil Perundingan;b. Daftar hadir perundingan;c. Permintaan dan pemberitahuanperundingan dari salah satu pihak;2. Perjanjian Bersama bila tercapaipenyelesaian perselisihan didaftarkanoleh para pihak pada PengadilanHubungan Industrial;Apabila tidak selesai penyelesaianperselisihan maka salah satu atau keduabelah pihak mencatatkan secara langsungperselisihannya kepada Instansi yangbertanggung jawab dibidangKetenagakerjaan setempat;Kekhususan yang terpenting dariUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2004tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial dapat dilihat antara lain :1. Tidak dikenakan biaya perkaratermasuk biaya eksekusi yang nilaigugatannya di bawah Rp 150.000.000,-(seratus limapuluh juta rupiah), sesuaiPasal 58 Undang-Undang Nomor 2Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial.2. Jangka waktu penyelesaian perselisihanhubungan industrial tingkat pertamaharus selesai selambat-lambatnya 50(lima puluh) hari kerja.Penyelesaian perselisihan hak danperselisihan PHK di tingkat kasasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sudahdiputus.Pengadilan Hubungan Industrialadalah pengadilan khusus penyelesaianperselisihan hubungan industrial yang diatursecara normatif akan diselesaikan melaluimekanisme hukum formil oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial, Undang-Undang ini lahir adalahmenggantikan Undang-Undang Nomor 22Tahun 1957 tentang PenyelesaianPerselisihan Perburuhan, karena pemerintahdan DPR menganggap Undang-UndangNomor 22 Tahun 1957 tentang PenyelesaianPerselisihan Perburuhan tidak lagi sanggupmenciptakan dan tidak dapat mengakomodir
persoalan-persoalan yang timbul padapekerja atau buruh dan perusahaan di saatsekarang ini dan bagaimana penyelesaianhubungan industrial secara sederhana, cepatdan biaya ringan.Undang-Undang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan lahir dandiundangkan pada tanggal 25 Maret 2003,dapat disebutkan sebagai hukumperburuhan materil mengatur tentangperbuatan apa yang harus dilakukan dansanksi apa yang dikenakan. Sedangkan,Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial dapat disebut hukum perburuhanformil yang mengatur tentang bagaimanacara penerapan hukum terhadap pihak-pihakyang melakukan pelanggaran hukum materil.Hukum formil atau hukum acaraperburuhan adalah seperangkat aturan yangmemuat tentang tata cara melakukanpenyelesaian perselisihan pekerja / buruhdan majikan.Penyelesaian perselisihanperburuhan dianggap terlalu panjang, dansangat lama sehingga pemerintah dan DPRmembuat Undang-Undang yang khususmengatur tata pelaksanaan PengadilanHubungan Industrial yakni Undang-UndangNomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial.Pada bagian konsiderans menimbangUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2004tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial terdapat azas cepat, tepat, adil danmurah, hal ini juga secara eksplisitdinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimansebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4)menyatakan bahwa peradilan dilakukandengan sederhana, cepat dan biaya ringan,namun azas-azas tersebut tidak dapatterlaksana pada gugatan perkara yangdimohonkan oleh para pekerja atau buruhwalaupun secara nyata telah diatur sesuaidengan penjelasan diatas.Gugatan atau perkara yang diajukanke pengadilan mulai dari tingkat pertamasampai dengan tingkat kasasi telah dibuatsecara lengkap, tetapi untuk menungguputusan yang berkekuatan hukum tetap
(inkracht) sangat menunggu waktu lama, hal
Jurnal Mercatoria Vol.7 No.1/Juni 2014 ISSN No:1979-8652
19
ini salah satu penyebab bahwa pekerja atauburuh merasa tidak pernah mendapatkeadilan.Harapan pekerja atau buruhterhadap keberadaan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Medanadalah agar sengketa-sengketa perselisihandapat diselesaikan dengan tepat waktu,harapan bahwa pengadilan adalah lembagapenyelesaian sengketa semakin pudar bagipencari keadilan.Ada beberapa faktor yangmenyebabkan lamanya menunggu satuputusan yang sudah berkekuatan hukumtetap.Hal ini dapat saja disebabkanpenumpukan perkara yang masuk kepengadilan tidak didukung oleh saranamaupun prasarana, sehingga menimbulkanasumsi publik yang negatif terhadapputusan-putusan yang diputus olehpengadilan.Lambatnya badan peradilan dalammenyelesaikan perkara dan seringnya terjadipenumpukan perkara menimbulkan rasatidak percaya yang tinggi dari masyarakatpencari keadilan, karena peradilan dianggaptidak lagi memenuhi harapan ideal merekaakan hukum. Padahal peradilan sebagaipelaksanaan kekuasaan yang resmi dalamnegara memiliki peran penting.M. Yahya Harahap menyebutkan ada2 (dua) peran penting badan peradilandalam negara hukum dan masyarakatdemokrasi yaitu : 71. Peradilan berperan sebagai katuppenekan (pressure valve) atas segalapelanggaran hukum, ketertibanmasyarakat, dan pelanggaran ketertibanumum.2. Peradilan sebagai tempat terakhirmencari kebenaran dan keadilan (to
enforce the truth and enforce justice).Perkara diputus ditingkat pertama, dantingkat kasasi, serta murah dalam biayaperkara, hal ini membuat pekerja atauburuh dapat terbantu baik kecepatanwaktu perkara dan biaya perkara.Perbandingan pelaksanaan putusanpada saat Lembaga P4D penyelesaian
7 M. Yahya Harahap, Hukum Acara
Perdata, cetakan kedua, (Jakarta: Sinar GrafikaOffset, , 2005), halaman 853
sengketa pekerja atau buruh danpengusahaan, pada hal substansi yangmenjadi harapan pekerja atau buruh danperusahaan, dan selama ini menjadipersoalan krusial bagi kaum pekerja atauburuh dan perusahaan disamping lamanyaproses berperkara adalah juga mandulnyaproses pelaksanaan putusan (eksekusi).Meskipun perselisihan itu telahdiputus oleh P4D atau P4P dan telahberkekuatan hukum tetap (inkracht), namuntetap saja terkendala pada prosespelaksanaan eksekusinya. Hal ini disebabkankarena P4P sendiri tidak berwenangmelakukan eksekusi. Proses eksekusidiserahkan kepada Dinas Tenaga Kerjasetempat yang dalam prakteknya sangatjarang dapat terlaksana.Pengadilan Hubungan Industrialmelaksanakan putusan yang telahberkekuatan hukum tetap (inkracht), makatatacara yang berlaku adalah sama denganpelaksanaan putusan pengadilan dalamperkara yang dalam hal ini dilakukan olehPanitera dan Juru Sita dipimpin oleh KetuaPengadilan (Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial).Hal ini setidaknya dapat menepiskeraguan para aktivis buruh jikalau putusan
inkracht tersebut akan bersifat hampa
(illusoir) karena perangkat hukum untuk itumemang sudah sangat jelas. Terutamaadanya kewenangan Majelis HakimPengadilan Industrial atas dasarpermohonan para pihak untuk menjatuhkanputusan sela maupun sita jaminan
(conservatoir beslag) bahkan penerapanputusan serta merta (uitvoerbaar bij
voorraad) yang tentunya akan lebihmemuluskan jalan proses eksekusi.Pengadilan Hubungan Industrialdiharapkan dapat membawa perubahanbagi pekerja atau buruh dan pengusaha danperusahaan untuk mempermudahpenyelesaian perselisihan antara pekerjaatau buruh dan pengusaha dan perusahaanterutama mengenai hak-hak dankewajibannya agar mendapat suatukepastian hukum (Rechtssicherheit),kemanfaatan (Zweckmassigheit) dan keadilan
(Gerechtheit).
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Kepastian hukum merupakanperlindungan yustisiabel terhadap tindakansewenang-wenang, yang berarti bahwaseseorang akan dapat memperoleh sesuatuyang diharapkan dalam keadaan tertentu.Masyarakat mengharapkan adanya kepastianhukumkarena dengan adanya kepastianhukum masyarakat akan lebih tertib. Hukumbertugas menciptakan kepastian hukumkarena bertujuan ketertiban masyarakat. 8Kemanfaatan, masyarakatmengharapkan manfaat dalam pelaksanaanatau penegakan hukum. Hukum adalahuntuk manusia, maka pelaksanaan hukumatau penegakan hukum harus memberimanfaat atau kegunaan bagi masyarakat.Jangan sampai justru karena hukumnyadilaksanakan atau ditegakkan timbulkeresahan di dalam masyarakat.Keadilan, masyarakat sangatberkepentingan bahwa dalam pelaksanaanatau penegakan hukum keadilandiperhatikan. Pada pelaksanaan ataupenegakan hukum harus adil, karena hukumtidak identik dengan keadilan. Hukum itubersifat umum mengikat setiap orang,bersifat menyamaratakan. Barang siapamencuri harus dihukum, setiap orang yangmencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang melakukan pencurian.Sebaliknya keadilan bersifat subyektif,induvidualis dan tidak menyamaratakan, adilbagi si A belum tentu dirasakan adil bagi si B.Berbicara tentang konsep keadilanadalah didasari suatu pemikiran ilmu yangmendalam. John Rawls menganalisa kembalipermasalahan mendasar dari kajian filsafatpolitik dengan merekonsiliasi antara prinsipkebebasan dan prinsip persamaan. Kaumutilitaris mengusung konsep keadilansebagai suatu keadaan dimana masyarakatdapat memperoleh kebaikan dankebahagiaan secara sama rata.John Rawls berpendapat bahwakeadilan adalah kebajikan utama darihadirnya institusi-institusi (social institusi),akan tetapi, menurutnya keadilan bagiseluruh masyarakat tidak dapatmengenyampingkan atau mengganggu rasa
8 Sudikno Mertukusumo, Suatu
Pengantar Mengenal Hukum, (Yogyakarta:Liberty, 1985). Halaman 160 – 161
keadilan dari setiap orang yang telahmemperoleh rasa keadilan, khususnyamasyarakat lemah. 9Sehubungan dengan pendapat JohnRawls di atas, maka kebajikan utamakehadiran Pengadilan Hubungan Industrialsebagai social institution adalah dapatmemberi keadilan bagi seluruh masyarakat,khususnya bagi masyarakat buruh yangposisinya adalah lemah. Akan tetapi, seiringdengan perjalanannya keberadaanPengadilan Hubungan Industrial sebagaiinstitusi banyak dikritik dan diprotes bahkandidemo oleh kalangan pekerja atau buruhkarena dirasakan tidak ada manfaat bagimereka. Sehubungan dengan itu penulistertarik untuk meneliti faktor-faktor apa sajayang menjadi masalah dalam penerapanhukum acara khusus untuk penyelesaiansengketa antara pekerja atau buruh denganpengusaha dan perusahaan.
I. Penerapan  Hukum  Acara  Khusus  di
Pengadilan Hubungan Industrial
Pada Pengadilan Negeri Medan
1. Analisis tentang penerapan
ketentuan ongkos perkara vide Pasal
58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2004 tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan IndustrialKepastian hukum merupakanperlindungan yustisiabel terhadap tindakansewenang-wenang, yang berarti bahwaseseorang akan dapat memperoleh sesuatuyang diharapkan dalam keadaan tertentu.Masyarakat mengharapkan adanya kepastianhukum, karena dengan adanya kepastianhukum masyarakat akan lebih tertib. Hukumbertugas menciptakan kepastian hukumkarena bertujuan ketertiban masyarakat. 10Menurut Molenaar, HukumKetenagakerjaan (arbeidrecht) adalah bagiandari hukum yang berlaku yang pada
9Pan MohamadFaiz, , Teori Keadilan John
Rawls Dan Relevansi Konstitusi Indonesia, (IkatanPeneliti Hukum Indonesia, 2013), diakses 27April 2013, Ipenhi.blogspot.com/2013/01/teori-
keadilan-johnrawls-dan-relevansi.html10 Sudikno Mertukusumo, Suatu
Pengantar Mengenal Hukum, (Yogyakarta: Liberty1985) Halaman 160 – 161
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pokoknya mengatur hubungan antara tenagakerja dan pengusaha, antara tenaga kerjadengan penguasa.11Menurut N.E.H van Esveld, HukumPerburuhan adalah hukum yang mengatur,baik di dalam hubungan kerja yaituhubungan kerja itu dilakukan di bawahpimpinan orang lain, maupun di luarhubungan kerja yang pekerjaannyadilakukan atas tanggung jawab sendiri.12Perselisihan hubungan industrial(untuk selanjutnya disingkat PHI) adalahperselisihan khas. Khas karena subjekhukumnya maupun objek hukumnya.Kekhasan ini melahirkan sesuatu yangmenarik dari sisi socio-legal, karena tujuanperilaku pengusaha dan tujuan perilakupekerja kadang-kadang sulit diharmonikanpersoalan keadilan dalam penyelesaianperselisihan hubungan industrial bukanpersoalan “hakim ad hoc” atau “hakim karir”,melainkan bersumber pada kekhasanPerselisihan Hubungan Industrial.13Salah satu ketentuan khusus dalamhukum acara penyelesaian perselisihanhubungan industrial adalah tentang ongkosperkara yakni ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial yang menyatakan: ”Dalam prosesberacara di Pengadilan Hubungan IndustrialIndustrial pihak-pihak yang berperkara tidakdikenakan biaya, termasuk biaya eksekusiyang nilai gugatannya di bawah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh jutarupiah)”.Secara yuridis normatif, ketentuanini terlihat adil bagi pekerja sebagai pihakyang lebih lemah dan perlu dilindungi, tetapidari sisi pengusaha atau perusahaan tidakmencerminkan keadilan, sebab perusahaan
11 Senjun Manullang, Pokok-Pokok
Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Jakarta:Rineka Cipta, 1990), halaman 112 Iman Sjahputra Tunggal, Hukum
Ketenagakerjaan, (Jakarta: Harvarindo, 2013),halaman 513Abdul Rachmad Budiono, Makalah :
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Dalam Perspektif Socio-Legal, disampaikan pada“Silaturrohim Nasional Hakim Ad Hoc PengadilanHubungan Industrial” di Hotel Garden Palace,Surabaya,tanggal 6 April 2013
yang nota bene lebih mampu dari pekerjadiberikan kedudukan yang sama olehundang-undang dalam beban biaya perkara.Hal ini akan dapat terlihat nyata ketikapengusaha melakukan pemutusan hubungankerja terhadap pekerjanya secara sepihakdan/atau memohon penetapan pemutusanhubungan kerja kepada PengadilanHubungan Industrial vide ketentuan Pasal151 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tanpadikenakan biaya perkara, sehinggapemutusan hubungan kerja terhadap pekerjaakan dapat cenderung dilakukan olehpengusaha secara semena-mena.Berdasarkan analisa yuridis normatifdi atas, maka penerapannya dapat dianalisisdari sisi sosiologi hukum (legal social) dalamhal ini perilaku (behaviour) pengusahaadalah perilaku ekonomi yang berupayamenghindari pengeluaran biaya perkara.Perilaku pengusaha akan menjadi lebih kuatkarena didukung oleh ketentuan normatifyang sudah membuka celah perilakupengusaha tersebut untuk melakukanpemutusan hubungan kerja semena-mena,tanpa penetapan Lembaga PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial, sebabkalaupun digugat di pengadilan oleh pekerjaatau buruh maka pengusaha akan tidakdikenakan biaya apapun. Hal ini dapatdibuktikan dari data yang ada bahwaperkara yang masuk ke PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan NegeriMedan hampir seluruhnya adalahperselisihan pemutusan hubungan kerja.Pada prakteknyaberdasarkan hasildari pengalaman penulis sendiri selaku salahsatu Hakim Adhoc Pengadilan HubunganIndustrial, ternyata untuk menetapkan nilaigugatan Rp.150.000.000,- dari Penggugatterdapat kendala. Dalam petitum gugatanPenggugat, sering dituntut upah proses yangharus dibayar tiap bulannya sampai putusanberkekuatan hukum tetap tanpa adaperhitungan berapa nilainya, sehingga tidakpasti berapa jumlahnya dan kemungkinannilai gugatan dapat saja menjadi lebih dariRp.150.000.000,- apabila tuntutandikabulkan.Teerhadap tuntutan dwangsoomberupa tuntutan pembayaran sejumlah uangapabila putusan tidak dijalankan oleh pihak
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yang dihukum untuk melaksanakannya, jugadapat menjadikan nilai gugatan di atasRp.150.000.000,- apabila dikabulkan.Hasil wawancara penulis denganpihak pengurus serikat pekerja dan pekerja,akibat adanya tuntutan upah proses dan
dwangsoom yang tidak diterakan ataudipastikan jumlahnya tersebut, KepaniteraanMuda Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Medan menolakmenerima pendaftaran gugatan prodeo(tanpa pembayaran atau SKUM) denganalasan nilai gugatan dapat melebihiRp.150.000.000,- sebagaimana diuraikan diatas, sehingga sering sekali pekerja kecewaatau bahkan timbul adu argumen bahkansampai timbul amarah di kantorKepaniteraan Muda Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Medan.Ketentuan khusus ini dibuat negarapada dasarnya bertujuan untuk melindungipekerja dari beban pembiayaan perkara,agar pekerja dapat menuntut haknya denganberacara di pengadilan tanpa harusmembayar ongkos perkara.Berdasarkan hasil wawancarapenulis dengan Panitera Muda PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan NegeriMedan, Ibu Martinah Hanum, SH.MH, 14beliau pernah mendapat teguran dariMahkamah Agung karena tidakmembebankan biaya perkara kepadapenggugat sebab jumlah putusan MajelisHakim Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Medan melebihiRp.150.000.000,- antara lain karenadikabulkannya tuntutan upah proses,padahal ketika didaftarkan atau diajukangugatan nilainya di bawah Rp.150.000.000,-.Masalah berikutnya adalah ketikaputusan itu akan dieksekusi, olehKepaniteraan Pengadilan dikenakan biayasebab nilainya telah melebihiRp.150.000.000,-. Hal ini sangatmembingungkan pekerja dan/atau serikatpekerja pencari keadilan dan menimbulkanperdebatan dan sinisme dari kaum buruhterhadap Pengadilan Hubungan Industrial.
14 Hasil Wawancara penulis dengan IbuMartinah Hanum, SH.MH selaku Panitera MudaPengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Medan, 24 Maret 2013
Ini juga menjadi kendala dalam praktekpenerapan  hukum acara khusus diPengadilan Hubungan Industrial.Buruh atau Pekerja tidak dapatmerasakan keadilan pada dirinya sendiridikarenakan setelah putusan dijatuhkan olehMajelis Hakim, walaupun biaya perkaraditanggung oleh Negara, untuk mendapatkanhaknya melalui eksekusi juga dapatterhambat oleh pembiayaan yang harusdikeluarkan karena nilai putusan bertambahmelebihi Rp.150.000.000,-.Menurut analisa penulis, kalaupunnilai putusan melebihi Rp.150.000.000,-melampaui nilai gugatan yang dituntut olehpenggugat, hal ini dapat saja terjadi sebabmemang terbukti di persidangan danberdasarkan menurut hukum upah prosesdapat dikabulkan yang merupakan haknormatif pekerja. Apabila dilihat dari azashukum acara perdata umumnya, seolah-olahMajelis Hakim mengabulkan melebihi yangdituntut oleh Penggugat (ultra petita), tetapidalam perselisihan hak atau perselisihanpemutusan hubungan kerja, secara tegastelah diatur dalam Undang-Undang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaantentang apa saja hak-hak normatif pekerja didalam hubungan kerja maupun setelahhubungan kerja yang berkaitan dengankelangsungan hidup atau nafkah pekerjaberserta keluarganya yang tidak dapatdisimpangi.Berdasarkan hal tersebut perluadanya pedoman dari Mahkamah Agung atausetidaknya Ketua Pengadilan HubunganIndustrial mengenai ketentuan ini, apakahtuntutan upah proses dan dwangsoom harusjelas tertera jumlahnya dan diperhitungkandengan nilai gugatan, sehingga dalampelaksanaannya tidak menimbulkanpertentangan.Apabila nilai putusan menjadilebihdari Rp.150.000.000,- berdasarkanketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor2004 tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial, maka dalam diskusiPara Hakim Karir dan Hakim AdhocPengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Medan, yang menjadipatokan apakah ongkos perkara sampaidengan eksekusi dibebankan kepada negara
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atau tidak adalah nilai gugatan bukan nilaiputusan. Hal inilah yang telah dilakukan olehPanitera Muda Pengadilan HubunganIndustrial menjawab teguran MahkamahAgung dan ternyata dapat diterima daneksekusi dapat dijalankan tanpa dibebaniongkos, akan tetapi alangkah baiknya apabilaMahkamah Agung mengeluarkan pedomanmengenai hal ini, sehingga tidak lagimenimbulkan polemik, dan juga kepadaPenggugat agar mencantumkan besar upahproses ataupun dwangsoom yangdituntutnya, sehingga nilai gugatan menjadijelas.1. Analisis penerapan ketentuan tentangbatas waktu penyelesaian perselisihanhubungan industrial vide Pasal 3 ayat(2) jo. Pasal 15 jo. Pasal 103 jo. Pasal115 Undang-Undang Nomor 2 Tahun2004 tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan IndustrialDasar hukum Hukum Acara diPengadilan Hubungan Industrial adalahsebagai berikut:15a. HIR (Het Herziene Indonesisch
Reglemen) Staatblad 1941 No. 44 yo.Stb 1941 No.32 yo. 98 yo. Stb 1926No.496, yaitu Hukum Acara Perdatabagi Bangsa Indonesia dan TimurAsing di Jawa dan Madura (seringjuga disebut RIB - ReglemenIndonesia Yang Diperbarui);b. RBg. (Reglement Tot Regeling Van Het
Rechtswezen in De Gewesten Buiten
Java en Madura) Stb. 1927 No. 227,yaitu Reglemen Acara Perdata untukdaerah luar Jawa dan Madura (HIRdan RBg berlaku berdasarkan Psl. 57UU No. 2 tahun 2004).c.  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial Psl  55 s/d 115;d.   Yurisprudensi.Apabila dianalisa secara yuridisnormatif, maka seluruh ketentuan Pasal 3ayat (2) jo. Pasal 15 jo. Pasal 103 jo. Pasal
15 Suparno, (Direktur Hukum danPeradilan Mahkamah Agung R.I), Makalah :
Hukum Acara Perdata, (Jakarta:disampaikanCeramah disampaikan pada Pendidikan danLatihan Calon Hakim ad Hoc PengadilanHubungan Industrial, Oktober 2006)
115 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial di atas sudah mencerminkanreformasi ketentuan hukum dalam rangkamewujudkan azas peradilan yang cepatmenjawab kebutuhan kepastian,kemanfaatan serta keadilan hukum yangberkembang di dalam masyarakat, terutamauntuk kaum pekerja atau buruh, akan tetapidalam prakteknya atau penerapanhukumnya belum tentu terwujud harapandimaksud.Berikut ini akan dianalisispenerapannya berdasarkan tingkatpenyelesaian perselisihan hubunganindustrial yakni:
1. Batas waktu di tingkat non litigasi.Ketentuan Pasal 3 ayat (2) jo. Pasal 15Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial adalah batas waktu penyelesaianperselisihan di tingkat non litigasi yaknibipartite dan mediasi atau konsiliasi. Ditingkat bipartit dan mediasi atau konsiliasimasing-masing maksimal selama 30 harikerja sejak dimulainya perundingan.
2. Batas waktu di tingkat litigasi.a. Tingkat PertamaMengenai penerapan batas waktupenyelesaian di tingkat litigasi atauPengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri, untuk tingkat pertamabatas waktunya adalah 50 hari kerjaterhitung sejak sidang pertama sebagaimanaditetapkan dalam ketentuan Pasal 103Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial.b.Tingkat kasasiMenurut ketentuan Pasal 115Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial, batas waktu penyelesaian ditingkat kasasi adalah 30 hari kerja terhitungsejak tanggal penerimaan permohonankasasi.
II. Analisis Pelaksanaan Eksekusi
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Azas putusan yang dapat dieksekusiadalah :16
1. Telah berkekuatan hukum tetap;
2. Dalam putusan yang berkekuatanhukum tetap telah mengandunghubungan hukum yang tetap dan pastiantara pihak yang berperkara;
3. Karena hubungan hukum sudah tetapdan pasti maka hubungan hukumtersebut mesti ditaati dan dipenuhi olehpihak yang dihukum;
4. Cara menaati ditentukan di dalam amarputusan yang telah berkuatan hukumtetap.Berdasarkan data yang diperolehsampai dengan Maret 2013 hampir seluruhgugatan diajukan oleh kaum pekerja atauburuh dan sekitar 90% persen putusannyaadalah dimenangkan kaum pekerja atauburuh dengan amar pembayaran hak-haknormatif buruh, sehingga pelaksanaaneksekusi lebih banyak ditujukan terhadappengusaha untuk melakukan pembayaran,akan tetapi hanya 7 pengusaha saja yangsecara sukarela mau melaksanakan putusanpengadilan hubungan industrial, selebihnyaharus dengan upaya paksa baik melalui
aanmaning dan penyitaan yang jelas-jelasmemperpanjang waktu pelaksanaanputusan.Berdasarkan hal tersebut jelaslahperilaku hukum dan budaya hukummasyarakat pencari keadilan di pengadilanhubungan industrial khususnya pengusaha,masih belum menghormati dan mentaatihukum yakni putusan Pengadilan HubunganIndustrial sebab tidak mau dengan sukarelamelaksanakannya. Untuk itu perlu ditinjaukembali untuk memberlakukan lembaga
gijzeling sebagai upaya paksa kepada pihakyang tidak bersedia melaksanakan putusanPengadilan Hubungan Industrial, sebabperolehan hak-hak pekerja untukkelangsungan kehidupannya dankeluarganya harus cepat diberikan demikeadilan dan kepastian hukum.
16 Djoko  Sarwoko, bahan ceramah :”Pelaksanaan Putusan Perdata”, (Jakarta Selatan:disampaikan pada : Pelatihan Tehnis CalonHakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial ,3-20 Oktober 2005)
Hasil wawancara penulis denganpengurus serikat pekerja dan pekerja17 yangtelah mengalami hambatan dalam proseseksekusi putusan Pengadilan HubunganIndustrial yang telah inkracht, maka kendaladari pelaksanaan eksekusi putusan adalahmenetapkan sita jaminan, dimana biasanyapekerja kurang dapat memperoleh data-datatentang harta kekayaan milik pengusahaatau perusahaan yang dapat dilelang.
III. Analisis Hukum terhadap Putusan
Perkara Nomor : 23/G/2007/PHI.
Mdn. jo. Putusan Perkara Nomor : 261
K/Pdt.Sus/2010 pada Mahkamah
Agung dan EksekusinyaPasal 207 R.Bg menyatakan : “Jikapihak yang dikalahkan tidak atau lalai untukmemenuhi isi putusan itu dengankemauannya sendiri maka pihak yangdimenangkan dapat memasukkanpermintaan baik dengan lisan maupundengan surat kepada Ketua PengadilanNegeri yang tersebut pada ayat pertamaPasal 206 R.Bg. ayat (1) Pasal 195 H.I.R,18untuk menjalankan putusan itu, Ketuamenyuruh memanggil pihak yang dikalahkanitu serta memperingatkan supaya iamemenuhi putusan itu didalam tempo yangditentukan oleh ketua, selama-lamanya 8(delapan) hari.19Guna memperjelas bagaimanapenerapan hukum acara khususpenyelesaian perselisihan hubunganindustrial dalam hukum in concrito dapatdilihat dari studi terhadap suatu kasus,mulaidari proses bipartit, mediasi hingga putusanPengadilan Hubungan Industrial padatingkat pertama dan kasasi sampai proses
17 Hasil wawancara dengan WiskerPakpahan (Direktur Hukum LBH SBSI SU) danAgus Butar-butar (Pengurus SPTIPematangsiantar)18 Pasal 206 RBg/195 HIR menyatakan :Tentang menjalankan putusan dalam perkarayang pada tingkat pertama diperiksa olehPengadilan Negeri adalah atas perintah dandengan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yangpada tingkat pertama memeriksa perkara itumenurut cara yang diatur dalam pasal - pasalberikut ini.19 K. Wantjik Saleh, Hukum Acara Perdata
RGB/HIR, (Jakarta: Ghalia Indonesia)
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eksekusi, maka penulis mengambil satuputusan yang sudah inkracht sebagai contohuntuk dianalisis, yakni putusan perkaraNomor : 23/G/2007/PHI jo. No. 261K/Pdt.Sus/2010 pada Mahkamah Agungyang dapat dianggap representatif untukanalisis yang lengkap.Perkara Nomor : 23/G/2007/PHI.Mdn. para Penggugat adalah dari pihakpekerja sebanyak 8 (delapan) orangmelawan Firma PMH sebagai Tergugatsebuah perusahaan yang bergerak di bidangusaha bus pengangkutan umum antar kota.Perkara ini adalah perkara tentangpemutusan hubungan kerja oleh tergugatatas pelanggaran yang dituduhkan kepadapara penggugat, sedangkan tuntutan yangdilakukan adalah tuntutan hak-hak normatifsesuai ketentuan Pasal 156 Undang-UndangNomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan.Sebelum perkara disidangkan diPengadilan lebih dahulu diperiksa olehPanitera Muda Pengadilan HubunganIndustrial, tujuannya apakah perkaratersebut sudah pernah Bipartit dan Mediasi,karena hal ini adalah salah satu syarat formilsebelum dilanjutkan ke PengadilanHubungan Industrial.Berdasarkan adanya anjuran yangdilampirkan pada gugatan para penggugatmaka jelaslah proses penyelesaianperselisihan melalui Bipartit dan Mediasitelah dilalui, tetapi gagal mencapaikesepakatan. Dalam praktek di PengadilanHubungan Industrial, anjuran dianggapsebagai risalah perundingan mediasi,sehingga gugatan sudah memenuhi salahsatu syarat formil untuk diselesaikan ditingkat litigasi.Perkara Nomor : 23/2007/PHI.Mdndisidangkan pada hari pertama adalahtanggal 26 Februari 2007 lengkap hadirkedua belah pihak dengan pembacaangugatan, sejak persidangan pertama hadirlengkap sejak hari itu pula dihitung tenggangwaktu perkara.Tenggang waktu atau lama perkaradi Pengadilan tingkat pertama dibatasi  olehUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2004tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial sebagaimana diatur Pasal 103menyatakan: ”Majelis Hakim wajib
memberikan putusan penyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial dalamwaktu selambat lambatnya 50 (lima puluh)hari kerja terhitung sejak sidang pertama”.Nilai gugatan yang dituntut kepadaTergugat adalah sebesar Rp 89.055.000,-(delapan puluh Sembilan juta lima puluhlima ribu rupiah), oleh karena gugatan yangtidak melibihi Rp 150.000.000,- (seratus limapuluh juta rupiah) maka biaya perkaraditanggung oleh Negara sebagaimana diaturdalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2Tahun 2004 Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial, termasuk biayaeksekusi.Majelis Hakim Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Medanmemutus perkara tersebut pada tanggal 01Mei 2007. Isi putusannya adalahmengabulkan sebagian tuntutan Penggugatdengan perincian sebagai berikut:1. Menghukum Tergugat untuk membayarhak Penggugat atas nama MauritNainggolan sebesar Rp 19.000.000,-(Sembilan belas juta rupiah);2. Menghukum tergugat untuk membayarhak Penggugat atas nama PangaduanNainggolan sebesar Rp 19.614.651,-(Sembilan belas juta enam ratus empatbelas ribu enam ratus limapuluh saturupiah);3. Menolak gugatan Penggugat untukselain dan selebihnya;4. Membebankan Biaya Perkara kepadaNegara;Putusan No. 23/G/2007/PHI.Mdntidak diterima oleh Tergugat, sehinggaTergugat melakukan upaya hukum kasasi keMahkamah Agung, sebagaimana diatur padaUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2004Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial, dan Tergugat menyiapkanmemori kasasi dalam tempo 14 (empatbelas) hari setelah diterimanya salinanPutusan. Setelah dipersiapkan Tergugatmemori kasasi dan Penggugat menyiapkankontra memori kasasi, perkara tersebutdisampaikan ke Pengadilan Negeri untukditeruskan ke Mahkamah Agung.Perkara setelah diterima diMahkamah Agung, perkara tersebut akandiregistrasi ulang oleh Panitera PerdataKhusus untuk dapat disidangkan oleh Majelis
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Hakim Kasasi. Perkara Nomor :23/G/2007/PHI. Mdn, mendapat Registrasipada Mahkamah Agung Nomor : 261K/Pdt.Sus/2010, dan diputus pada tanggal31 Agustus 2010, yang amar putusannyamenguatkan putusan Pengadilan NegeriMedan sebagaimana terdapat pada SalinanPutusan Nomor : 261.K/Pdt.Sus/2010 yangditanda tangani oleh Majelis Hakim danPanitera Pengganti.Waktu penyelesaian perkara inimulai perundingan bipartit, mediasi,pengadilan tingkat pertama sampai denganputusan kasasi adalah kurang lebih 3 (tiga)tahun.Undang-undang mengaturbahwaperkara harus selesai dalam tempowaktu 140 (seratus empat puluh) hari dariPengadilan Hubugan Industrial padaPengadilan Negeri sampai ke MahkamahAgung. Disini terbukti hukum acara khususdalam penyelesaian perselisihan hubunganindustrial yang dibentuk untuk menjawabpermasalahan hukum acara yang lama, tidakterwujud, tidak ada kepastian hukum.Penulis menganalisa asas HukumPerburuhan dengan putusan Perkara No.23/G/2007/PHI.Mdn Putusan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan NegeriMedan, tertanggal 01 Mei 2007 dapatditerima oleh Para Penggugat walaupunlewat waktu melebihi 50 (lima puluh) hari,dikarena pemanggilan dilaksanakan dengandelegasi.20Para penggugat telah mengajukanpermohonan Eksekusi terhadap isi putusanKasasi yang sudah inkracht sebagaimanapada Resume Nomor : 23/G/2007/PHI. Mdn.yang diajukan tanggal 5 April 2011 kepadaKetua Pengadilan Negeri Medan.Sebelum dapat dilaksanakaneksekusi oleh Pengadilan, terlebih dahuludilakukan proses-proses sebagai berikut :
1. Para Penggugat atau Kuasanyamemohonkan kepada Ketua Pengadilanuntuk dapat melaksanakan bunyi atauisi putusan.
2. Ketua Pengadilan memanggil pihakTermohon Eksekusi, dipanggil untukditegur atau Aanmaning agar memenuhibunyi atau isi putusan Pengadilan
20 . Putusan No. 23/G/2007/PHI. Mdn
Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Medan No. 23/G/2007/PHI. Mdn.dalam tempo 8 (delapan) hari secarasukarela mau melaksanakankewajibannya untuk memenuhi bunyiatau isi putusan tersebut.
3. Setelah dilakukan peneguran terhadaptermohon Kasasi, dilakukan PenetapanSita Eksekusi, oleh Ketua PengadilanNegeri Medan, Penetapan ini adalahuntuk menetapkan sita eksekusiterhadap harga bergerak terhadaptermohon eksekusi.
4. Setelah diletakkan sita eksekusitersebut, kemudian hasilnya diserahkankepada pemohon eksekusi.Pada panggilan ini dibuatterdokumentasi dengan Berita AcaraPeneguran, baik Penetapan Sita Eksekusi,bahwa segala sesuatu isi Berita Acaratersebut  akan menjadi dokumen hukumsampai selesainya  pelaksanan eksekusitersebut.Pelaksanaan Sita Eksekusi diletakansatu unit Bus PMH (dalam keadaan rusak),karena Sita Eksekusi adalah sebuah Bus yangizinnya mempunyai hubungan kerja kepadaPolisi dan Departemen Perhubungan, makapemohon Eksekusi harus mendapat ataumemberikan isi putusan untuk dapatdikeluarkan dari registrasi nomor kendaraantersebut.Pemohon eksekusi mendaftar sitaeksekusi tersebut kepada Badan LelangNegara, untuk membuat nilai estimasibarang dan melakukan lelang dihadapanumum setelah pemohon eksekusi mendapatdokumen lengkap terhadap sita jaminan.Hasil atau uang hasil lelang akandiserahkan kepada pemohon eksekusi,sebagai hak-hak para penggugatsebagaimana tertera pada bunyi atau isiputusan setelah dilakukan lelang oleh BadanLelang Negara.Apabila kurang nilai lelang denganjumlah pada bunyi atau isi putusan siapayang menanggung kekurangannya. Hal inimenjadi polimik bagi pemohon eksekusi,merupakan juga kelemahan dalam aturandan peraturan perundang-undangan yangmengatur pelaksanan eksekusi adalah BadanLelang Negara.
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Para pemohon eksekusi tetapdibebani biaya-biaya resmi maupun yangtidak resmi demi untuk mendapatkan hak-hak para Penggugat sesuai bunyi atau isiputusan, biaya-biaya ini tidak lagi dibebankepada para pihak sesuai dengan Pasal 58Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2004Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial menyatakan : “Dalam prosesberacara di Pengadilan Hubungan Industrial,pihak - pihak yang berperkara tidakdikenakan biaya termasuk biaya eksekusiyang nilai gugatannya dibawah Rp150.000.000,- (Seratus lima puluh jutarupiah)”.
IV. Analisis Hukum Keadilan Terhadap
Putusan No. 23/G/2007/PHI. Mdn.Pada putusan No.21/G/2007/PHI.Mdn, setelah diputus pada tingkatpengadilan negeri, terlihat bahwa posisipekerja atau buruh dan pengusaha sangattimpang, hasil putusan tidak dapatdilaksanakan oleh pengusaha dengan sukarela, walau nilai putusan hanya sebesar Rp39.029.302,-, kemudian pengusaha masihmenggunakan haknya yakni kasasi keMahkamah Agung, sekalipun hak dankewajiban masing-masing pihak telah diaturoleh Undang - Undang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan secara tegas.Pada putusan perkara yang ditelitioleh penulis, terlihat pihak pekerja atauburuh yang tidak mendapat keadilansebagaimana dari kajian John Rawls,disebabkan tidak ada sama dan kesetaraanhak terutama disertai rasa perbandinganekonomi yang jauh.Prinsip yang berbeda berangkat dariprinsip ketidaksamaan yang dapatdibenarkan melalui kebijaksanaan terkontrolsepanjang mengguntungkan kelompokmasyarakat yang lemah, sementara prinsippersamaan kesempatan yang terkandungpada adanya prinsip kualitas kemampuansemata, namun juga adanya dasar kemauandan kebutuhan dari kualitasnya.Apabila diperhatikan dari sisi waktusejak perkara tersebut pertama didaftarkansampai dengan adanya putusan sudah tidaksesuai hukum acara formil yang mengaturputusan tingkat pertama hanya diperlukanwaktu dalam 50 (lima puluh hari) tetapi bila
dilihat putusan 60 (enam puluh) hari,walaupun dapat diterima oleh para pihakkarena adanya faktor panggilan delegasi kedaerah kota Siantar.Dihubungkan dengan asas hukumyang cepat, tepat adil dan murah sangat jauhdari harapan pekerja atau buruh danpengusaha, hal seperti ini dapat sajamenyebabkan terganggunya keadaanstabilitas pekerja atau buruh.John Rawls berpendapat bahwakeadilan sosial tersebut dapat ditegakkanmelalui koreks terhadap pencapaiankeadilan dengan cara memperbaiki strukturdasar dari institusi-institusi sosial yangutama, seperti misalnya pengadilan, pasardan konstitusi Negara.21Hasil penelitian yang dilakukanmengenai lamanya putusan kasasi yangditerima oleh pekerja atau buruh danpengusaha adalah disebabkan oleh beberapafaktor yang mempengaruhinya yakni,perkara yang masuk tidak sebanding saranayang tersedia pada Mahkamah Agung.Terbatasnya sarana antara lain jumlahhakim yang terbatas dan sarana pendukunglainnya juga serba terbatas, misalnya saranaalat kerja, hal ini juga dapat mempengaruhipercepatan putusannya perkara - perkarayang masuk ke Mahkamah Agung.Jhon Rawl dalam pendapatnya, untukmewujudkan masyarakat yang adil harusdapat diposisikan kebebasan akan hak-hakdasar sebagai nilai tertinggi dan kemudianharus diikuti dengan adanya jaminankesempatan yang sama bagi setiaporang.22Ketidaksamaan kesempatan akibatadanya perbedaan kualitas kemampuan,kemauan, dan kebutuhan dapat dipandangsebagai suatu nilai yang adil berdasarkanpendapat John Rawls.Pelaksanaan putusan MahkamahAgung, terhadap putusan No.261.K/Pdt.Sus/2010 juga sangatmemerlukan waktu panjang, Langkahpertama Pemohon Eksekusi menyurati KetuaPengadilan Negeri Medan untuk memohoneksekusi, sebelum proses ini, lebih awaldimohonkan surat permohonan teguran /
Aanmaining terhadap termohon eksekusi.
21Ibid22Ibid
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Apabila tidak berhasil Ketua Pengadilan akanmemanggil sebagaimana diatur dalamperundang - undangan yang berlaku dalamhukum acara perdata umum yakni RBg danHIR, jika tidak ada kesediaan TermohonKasasi menjalankan bunyi dan isi putusanselanjutkan akan dilakukan penetapaneksekusi terhadap barang perusahaan yangdiajukan sebagai sita jaminan oleh Pemohoneksekusi.Berdasarkan putusan tersebuttercermin pihak Termohon Eksekusi tidakmenjalankan bunyi atau isi putusan dengansuka rela, hal seperti ini tidak mencerminkanteori keadilan sebagaimana dijelaskan JohnRawls. Prinsip berpijak dari hadirnya kondisiketimpangan sosial dan ekonomi yangkemudian dalam mencapai nilai-nilaikeadilan dapat diperkenankan jikamemberikan manfaat bagi setiap orang,khususnya terhadap kelompok masyarakatyang kurang beruntung.Menurut informan yang penuliswawancarai, rumit dan sangat panjangproses eksekusi putusan ini, mengakibatkanpemohon eksekusi hampir frustasi dan tidakpercaya terhadap penegakan hukum dansudah apatis terhadap hukum. Pada hukumacara khusus penyelesaian perselisihanhubungan industrial pada PengadilanHubungan Industrial disebutkan gugatanyang nilainya di bawah Rp 150.000.000,-(seratus lima puluh juta) tidak dibebankanbiaya termasuk eksekusi dalam hal iniditanggung negara, tetapi yang dialamisudah habis biaya separuh dari nilai putusanyang seharusnya diterima pekerja atauburuh.Sampai dengan Maret 2013 belumdapat dilakukan lelang eksekusi olehPengadilan Negeri Medan karena harusberkoordinasi dengan pelaksana lelangNegara karena aturannya memang demikian.Hal ini dikaitkan dengan teorikeadilan sangatlah jauh dari harapan, teorikeadilan menurut pendapat John Rawls,perbedaan tertentu juga dapat diterimasepanjang meningkatkan atau membawamanfaat bagi orang-orang yang paling tidakberuntung.Selain ketentuan-ketentuan khusus itusangat sedikit jumlahnya, ternyata
penerapannya juga mengalami banyakhambatan untuk mencapai kepastianhukum,walaupun di dalamnya telah adaketentuan khusus (lex specialist) dalampenyelesaian perselisihan hubunganindustrial. Pasal 57 Undang-Undang Nomor 2Tahun 2004 Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial membuka berlakunyahukum acara perdata umum, terutama dalamhal pemanggilan termasuk pemanggilandelegasi, proses eksekusi, sita, lelang yangtidak ada bedanya dengan hukum perdataumum yang masih menggunakan hukumproduk penjajahan Belanda, yang filosofinyakedudukan para pihak adalah seimbang.
V. PenutupSecara yuridis normatif hukum acarakhusus penyelesaian perselisihan hubunganindustrial belum dapat menegakkan hukummateril, sebab belum lengkap dan belummencerminkan asas peradilan cepat, tepat,adil dan murah, antara lain tentang biayaperkara masih menimbulkan penafsiran didalam praktek.Secara sosiologis penerapan hukumacara khusus di Pengadilan HubunganIndustrial masih belum terlaksana efektifdan efisien sebagaimana yang seharusnya,sebab masih terdapat kendala yakniketentuan hukumnya membuka peluanguntuk diabaikan karena tidak ada sanksi,juga perilaku hukum pihak-pihak terkaityang belum melaksanakan budaya hukumyang baik.Eksekusi sebagai harapan terakhirdari tegaknya hukum bagi pekerja, masihtidak dapat terlaksana dengan berbagaihambatan baik ketentuan hukum acaranyayang masih menggunakan hukum acaraperdata umum, maupun hambatan perilakuhukum masyarakat dan pelaksananya.Saran perlu dibentuk atau direvisihukum acara yang khusus di PengadilanHubungan Industrial, sehingga hukum acaraperdata umum tidak lagi diberlakukan,sehingga semangat dan jiwa penyelesaianperselisihan hubungan industrial dapatterwujud, caranya dengan merevisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial.
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Perlunya dibuat pasal atau ketentuankhusus mengatur cara menetapkan nilaigugatan berkaitan dengan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial.Para pelaku dan penegak hukumtermasuk Hakim Pengadilan HubunganIndustrial dapat melakukan terobosandengan budaya hukum mengedepankankeadilan dan kepatutan daripadamenerapkan hukum normatif secara kakudan legalistik.
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